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TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK ISLAM AL-AKHRAM
DESA DAYEUH KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan

pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, perlu membernkan

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Islam Al-

Akhram yang berlokasi di Perumahan Mutiara Venezia Residence

Blok C6 No. 8 RT.004 RW.005, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi,

Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Islam Al-
Akhram yang berlokasi di Perumahan Mutiara Venezia Residence
Blok C6 No. 8 RT.004 RW.005, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor.

‘Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
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& Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496) sebaguimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4911}

9. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 112, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranghat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayvanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

12! Pératuran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan
Anak Usia dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
liJsia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
279);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
'f;g; ;Dim (Berita Negaru Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor

i

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daer i
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e. meryamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
sesual dengan Standar Nasional Pendidikan;

f menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah
milik sendin atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai
dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa
dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses
pembelajaran

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan
dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan
kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendirian baru;

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata menimbulkan
kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik, yang mengakibatkan
terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul
sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan
ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA
dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja
sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka
Keputusan ini batal demi hukum;

Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

Keputusan ini mula:i berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal ) § APR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR,
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Peraturan Republik_Indonesw Nomor 63 Tuhun 008 Teriaud
Pelskammaan Undang-Undang Tentang Yaynsan (Lembaran Negars Republik
is Tahun 2008 Nomor 134, Tumbahan Lembaran Negars Republik
Indanesis Namor 4894).
emertotah Republik ldonesin Nomor 2 Tahun 2013 Teniang Pervhuban
Nomor 63 Tahui 2008 Tettang Pelaksapaan Undang-
Unang, Teatang Yeyasan (Lembarys Negam Republlk Indonesia Tahun 2013
Nowor 2. Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomer 5337
. Poraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor 23 Taun 2010 Tentang Kedudukon,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerizn Negan:
. Meateri Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indancsia Nomor
M HH-0S OT.01.0) Tahn 2010 Tentang Organisast dan Tam Kerja Kementerini
‘Hokiim dan Hak Asasi Sdanusia Republik Indonesis;

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akt Peadicia
YAYASAN PENDIDIKAN |
NPWP 3177
Berkodudukan di Penmphan Mutiam Venezia Residence, Blok €. 06 nomor 8,
Rukun Tetnngga 004, Rukun Wargn 005, Desa Dmycuh, Kecamatan Cileungs,
Kabupaten Bogor, sesuni dengan Akia Nomor | tanggal 01 April 2013 yang dibust
oleh Notaris Dedih A. Bashori, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor. =
ditetapkan
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Keputusan ini mulai berlaky sejak tangeat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 2013 <
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